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Pasca-pencabutan status PSN PIK 2 melalui Permenko 16/2025, pemerintah perlu 

segera melakukan audit tata ruang secara independen dan menyeluruh yang fokus 

utamanya mesti diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis hutan lindung mangrove yang 

telah dialihfungsikan tanpa izin resmi. Secara operasional, pengembang wajib 

merestorasi akses publik terhadap wilayah pesisir dengan merobohkan tembok pembatas 

yang menutup jalur mobilitas warga. Selain itu, pemerintah pusat harus mereformasi 

kriteria penetapan PSN dengan mewajibkan evaluasi dampak sosiologis dan ekologis 

yang transparan sebelum sebuah proyek properti diberikan label strategis nasional 

sehingga dampak-dampak negatif yang ada dalam temuan tidak dijumpai lagi pada 

rencana pembangunan ke depannya. 

Di samping itu, penelitian ini memiliki limitasi sebab sepenuhnya mengandalkan 

analisis dokumen kebijakan dan data sekunder, sehingga suara langsung serta 

pengalaman subjektif masyarakat terdampak belum terepresentasi secara komprehensif. 

Oleh karenanya, penelitian masa depan disarankan untuk menggunakan metode 

kualitatif-etnografis atau survei lapangan yang mendalam guna merekam dampak 

psikososial dan strategi resistensi warga lokal. Sehingga, kajian lanjutan mengenai 

mekanisme path dependency menjadi sangat krusial untuk melihat sejauh mana inersia 

pembangunan fisik tetap memproduksi dampak sosial-ekologis di lapangan meski 

legitimasi formalnya sebagai PSN telah dicabut. 
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